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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pendapatan rata-rata paling tinggi dari tahun 2017-2021 dimiliki oleh 

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar Rp 1.437.256.088.426, 

sedangkan Pendapatan terendah dimiliki oleh Kab  Sumba Tengah 

sebesar Rp 582.810.433.470,-. Pertumbuhan Ekonomi paling tinggi 

dimiliki oleh Kota Kupang yaitu sebesar Rp 23.322.696.520.000,- dan 

Pertumbuhan Ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumba Tengah 

sebesar Rp 731.678.148.000,-. Tenaga Kerja tertinggi dimiliki oleh Kab 

TTS sebanyak 226.187 orang sedangkan Tenaga Kerja paling rendah 

dimiliki oleh Kab Sumba Tengah hanya sebanyak 29.556 orang. Belanja 

Modal tertinggi dimiliki oleh Kota Kupang dengan rata-rata selama 5 

tahun sebesar 241.885.252.776,- sedangkan Belanja Modal terendah 

dimiliki oleh Kab Sumba Tengah yang hanya sebesar Rp 

123.816.574.791,-. Belanja Pegawai tertinggi dimiliki oleh Kota Kupang 

dengan nilai rata-rata selama 5 tahun sebesar Rp 569.647.595.267,- 

sedangkan Belanja Pegawai terendah dimiliki oleh Kab Sumba Tengah 

yang hanya sebesar Rp 140.684.397.554,- 
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2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Positif tapi tidak signifikan terhadap 

Kinerja Pendapatan, artinya walaupun pertumbuhan ekonomi semakin 

meningkat, namun tidak mampu meningkatkan kinerja pendapatan 

daerah. 

3. Tenaga Kerja berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja 

Pendapatan. Artinya walaupun jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja 

semakin meningkat, namun tidak mampu meningkatkan kinerja 

pendapatan daerah. 

4. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pendapatan.Artinya, apabila jumlah belanja modal semakin bertambah, 

dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kinerja pendapatan daerah 

akan meningkat. 

5. Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pendapatan. Artinya peningkatan jumlah belanja pegawai yang 

diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai semakin semingakt maka 

kinerja pendapatan daerah juga akan semakin baik. 

6. Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Belanja Pegawai 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pendapatan. Artinya 

apabila pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jumlah 

tenaga kerja, jumlah belanja modal dan belanja pegawai secara Bersama-

sama, maka kinerja pendapatan daerah juga akan semakin meningkat. 
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7. Hasil uji koefisien determinan (R
2
), nilai adjusted R-Squared sebesar 

0,956394, artinya kontribusi variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), 

Tenaga Kerja (X2), Belanja Modal (X3), Belanja Pegawai (X4) terhadap 

variabel terikat Kinerja Pendapatan (Y). Nilai adjusted R-Squared sebesar 

0,956394 mengandung arti bahwa variasi dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas sebesar 96%, sedangkan sisanya 4% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model yang diteliti. 

5.2    Saran 

Berdasarkan uraian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberi saran sebagai berikut : 

1. Untuk pemerintah Kab dan Kota di Nusa Tenggara Timur untuk bisa 

mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor yang 

sekiranya masih kurang memberikan kontribusinya agar dapat membiayai 

belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer dari pusat sebagai 

wujud kemandirian dalam membiayai belanjanya. Dalam hal peningkatan 

pendapatan asli daerah, pemda harus lebih giat menggali lebih banyak sumber-

sumber pendapatan yang potensial bagi daerah baik secara intensifikasi 

maupun ekstensifikasi. Kemampuan untuk memenuhi belanja daerah 

membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakuakn efisiensi terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota itu sendiri. 

2. Untuk pemerintah Kab dan Kota di NTT untuk bisa lebih bisa meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan di daerah, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang 
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hal tersebut. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan 

ekonomi dapat terjadi secara merata. Seperti meningkatkan investasi modal dan 

melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas akan selalu menjadi sumber dalam meningkatkan 

penerimaan PAD, oleh karena itu perlu terus diupayakan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan 

PAD.. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah waktu periode penelitian 

agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan bervariasi. Selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas penelitian mengenai kinerja keuangan. 
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